PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR <2 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2024-2028
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,
Pemerintah  Daerah  sesuai dengan kewenangan
membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan dan perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024-2028.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6842);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4919) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Unda?.ng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentan
Hubur.lgan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dmflg
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Re .
Ind - publik
ndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemb.
Ne R . . ’ aran
U gara Republik Indonesia Nomor 6757);
T;gzrég;ifindang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
_Pidana Kekerasan Seksual (Lemb
Republik Indonesia Tah aran Negara
un 2022 Nomor 120,

Tambahan Lembaran N e :
Nomor 6792); egara Republik Indonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 te'n1':ang
Pengelolaan dan  Penyelenggaran Pend‘dzﬂéal‘g
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Regubhk
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dl}xbah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenptah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Stanc.iar Naswn_al
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6382);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembm Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebaga}lmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
’Il?ega;:h RepuLbelikandonesia Tahun 2022 Nomor 14

ambahan Lembaran ; .
Nomor 6762) Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021
Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran tﬁﬁ:ﬁf
?eplil)bhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 174
N?)ﬁ o?}é% 4)1;4embar an Negara Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 ten
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dag

Teknologi (Lembaran Ne ara R ; X
Tahun 2021 Nomor 156); 8 epublik Indonesia

H

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap

Anak (Lembaran Negar . _
2022 Nomor 153); gara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Menteri
Nomor 126 Tahun
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian
Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 595);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024-2028, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Wali Kota ini.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan,

dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan
pada satuan pendidikan di Kota Banjarmasin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, Satuan Tugas memiliki fungsi sebagai

berikut:

a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus
kekerasan pada satuan pendidikan di Kota
Banjarmasin;

b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim
Pencegahan dan penangan Kekerasan pada satuan
pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kota
Banjarmasin;

c. memfasilitasi Tim penanganan dan Pencegahan
Kekerasan dan untuk berkoordinasi dengan:

1. dinas terkait;

2. lembaga layanan;

3. ahli; atau

4. pihak terkait,

(sesuai Permendikbudristek 43/2023) yang dibutuhkan
c'!a.lam pencegahan dan penanganan kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan;

d. rqe;nastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta
didik yang terlibat kekerasan di Kota Banjarmasin;

1. ggri;l:.erian jaminan layanan pendidikan bagi peserta
2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan
akses layanan pendidikan.

e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak
yang berhadapan dengan hukum, berupa:

1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

) kepada aparat penegak hukum;

- pemetaan sumber daya untuk

pendiqikan anak selgma menjalan:imd;ll'{(:lsr;g
peradilan atau selama menjalani putusan/
penetgpan pengadilan; dan

3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan
akses layanan pendidikan.

f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
I;:ﬁ:ﬁall;l:::d%qﬂaﬁenzlnganan kekerasan di lingkungan

1di i iki i
leatu) tanun: do paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
-tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Satuan

Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

Ketua Satuan Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota

Banjarmasin.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada

kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal £ Jajuori 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

e

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR “2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024-2028

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024-2028

JABATAN |
M
NO NAMA JABATAN DALAM DINAS SD ;}[‘IIJ_‘;&AN
TUGAS
1. | H. Ibnu Sina, S.Pi, M.Si. Wali Kota Peﬁz’;gfgng
2. | Ikhsan Budiman, S.H. M.M Sekretaris Daerah Pengarah
3. | Nuryadi, S.Pd, M.A Kepala Dinas Pendidikan Koordinator
; : Sekretaris Dinas
4. | Ahmad Baihaqi, S.Pd Pendidikan Anggota
5. | Budian Noor, SE Dinas Sosial Anggota
Dinas Pemberdayaan
. Perempuan dan
6. | Rusmadi, S.KM. M.A remp
Perlindungan Anak Anggota
(PPPA)

7. | Susan,S.ST Gizi UPTD PPA Anggota
8. |Dr. Hj. Rasung, M.Pd Dinas Pendidikan Anggota
9. | H. Ibnul Qayy1m [slamy, ST Dinas Pendidikan Anggota
10. | Edy Junaidi, S.Pd., M.A Dinas Pendidikan Anggota
11. | St. $arah, S.Ag, M.A Dinas Pendidikan Anggota
12. Sunansy.fih, S.Pd.] PGRI Kota Banjarmasin Anggota
13. 1]3[1‘. Nurhikmah, S.H, M.H., Pusat Studi Gender (PSQG)

M. STIMI Banjarmasin Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

—p—

IBNU SINA




